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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yag telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ende,maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tahap perencanaan, dimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Ende sudah dilaksanakan. diawali dengan penentuan target 

yang susun oleh BAPENDA dan diserahkan ke DPRD kemudian dibahas 

pada sidang paripurna untuk menentukan target setiap tahunnya, dan 

proses penyuluhan atau sosialisasinya juga di lakukan dengan baik dengan 

melakuykan sosialisasi pada masyarakat melalui aparrat pemerintah yaitu 

kepala Camat kepada lurah atau Kepala Desa. 

2. Tahap pelaksanaan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Ende sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan peraturan – peraturan. 

Dimana pelaksanaan pemungutan diserahkan atau diberikan wewenang 

kepada penagih pajak setiap daerah yaitu kolektor untuk melakukan 

pemungutan pajak kepada masyarakat melalui surat keputusan Bupati 

Ende dan yang diberi wewenang itu adalah kepala dusun, RT/RW 

setempat yang mempunyai wewenanng kepada masyarakat. 

3. Tahap pengawasan, pengelolaan Pajak Bumi dan Banguna di Kabupaten 

Ende sudah berhasil dilakukan, dimana tim pengawas dari BAPENDA 

dibentuk dan terjun langung untuk memantau apa yang terjadi dilapangan 
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dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti,apabila ditemukan penyimpangan 

maka tim pengawas berhak memberikan peringatan kepada wajib pajak. 

4. Faktor penghambat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Ende yaitu masyarakat atau wajib pajak belum sadar dan 

paham betul tentang wajibnya membayar pajak untuk pembangunan 

daerah, serta masih banyak lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai 

objek pajak. 

6.2 Saran   

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran 

kepada Pemerintah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebagai berikut :  

a. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk membentuk tim 

yang turun langsung ke lapangan dan dipimpin oleh seorang kolektor yang 

telah ditunjuk untuk menagih pajak kepada wajib pajak agar 

pemungutannya merata dan membaik. 

b. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk 

pembangunan daerah melalui penyuluhan dan sosialisai. 

c. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende untuk setiap tahunnya 

melakukan pendataan ulang objek pajak agar tidak ada lagi lahan atau 

tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak. 

d. Diharapkan kepada BAPENDA Kabupaten Ende lebih meningkatkan lagi 

kinerja dalam melakukan pemungutan – pemungutan pajak daerah. 
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